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KATA PENGANTAR

Berawal darl konsepsi wilayah negara berdasarkan keten-
tuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara bagi negara kepulauan Indonesia memberikan ke-
daulatan dan hak berdaulat dari suatu wilayah negara. Kepen-
tingan negara akan wilayahnya periu mendapatkan pema-
haman utuh dalam rangka untuk mewujudkan negara dalam
penguasaan atas sumber kekayaan Jaut di laut wilayahnya
melalul penegasan pengaturan wilayah faut.

Arti penting pengaturan wilayah laut tidak hanya mem-
berikan kepastian hukum atas ruang lingkup kewenangannya
namun juga hak apa yang melekati sekaligus kewajiban
yang berlaku pada wilayah tersebut. Pengaturan wilayah
laut dibedakan atas wilayah laut sebagai wilayah perairan
yang tunduk di bawah kedaulatan negara, dan yurisdiksi atas
wilayah laut yang terlekati hak berdaulat dalam batas-ba-
tas tertentu atas kewenangan hak ekonomisnya, serta wila-
yah yang tidak berada di bawah kedaulatan maupun hak
berdaulat negara manapun.

Buku ini dipersembahkan bagi mahasiswa Fakultas
Hukum dan pemerhat! masalah-masalah laut wilayah yang
memerlukan ketegasan dalam penentuan batas-batasnya.
Penulis menyadari masih banyak kupasan-kupasan uralan
untuk dijabarkan sebagai tataran pemahaman yang sama
sebagal warga negara khususnya berkaitan dengan penegak-
kan hukum maupun pengelolaan wilayahnya, sehingga
dapat penulis harapkan masukan yang bermanfaat untuk
menjawab permasalahan-permasalahan lain di witayah laut.
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Semoga buku ini dapat membantu untuk menjawab
kajian wilayah laut dengan kedaulatan dan yurisdiksinya
dalam konsep negara kesatuan dan negara kepulauyan
Republik Inonesia.

Surabaya, Maret 2015
Penulis.



Faonsep pegara kemhmnﬂnpuhﬂkhdmuhhhhdﬂeﬂmmm}adiﬂm
prinsip hukum internasional dengan disahkannya United Nations Convention
on the Law of the Sea (UNCLOS), yang dalam ketentuan Bab IV, Pasal 46
sampal dengan Pasal 54 UNCLOS mengatur secara khusis mengenal prinsip
hukun negara kepulauan.

Incdonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor
1?1';::11 1985 tentang Pengesahan United NationsConvention on the Law of

Pﬂnslph.rkummumashn:ttmnng negira kepulatan Juga ditegaskan kem-
ball dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Seiring dengan perjuangan untuk rmendapatkan pengakuan hukum atas
konsep negara kepulauan, Indonesia juga melaksanakan perundingan pene-
tapan batas maritim dengan negara-negara tetangga, seperti India, Thailand,
Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timar Leste dan
Australia.

Upaya penetapan batas maritim dengan négara tetangga tersebut menjadi
sangat penting karena hasll perundingan penetapan batas tersebut menjadi
salah satu bentuk pengakuan negara-negara tetangga terhadap Indonesia
sebagal negara kepulauan secara hukum, Meskipun dalam kenyataanmya,
penetapan sejumiah wilayah perbatasan maritim tersebut terdapat sebaglan
penetapan batas yang belum berhasil diselesalkan.
Terlzbih lagi setelah Indonesia telah memilikl Undang:Undang NMomor 43
Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, maka penetapan batas maritim dengan
negara-negarm tetanagga tersebut pada dasarmya dipedukan untuk memberi-
kan kepastian hukum tentang wilayah, batas kedaulatan, hak berdaulat dan
hak yurisdiksi Indonesia, memudahkan kegiatan penegakan hukum di laut,
serta menjamin kepdstian hukum kegiatan pemanfaatan sumber daya alam,
r-eF.!In berfungsi sebagal penegasan kepamilikan pulau-pulau terluar Repub-
dapesia karena Indonesia menggunakan pulaw-pulay terfuar tersebut
an titlk dasar dan penarlkan gans pangkal negara
in Batas lalt teritonal, zona ekonomi eksklusi,
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